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DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH

o
[ —
&
(3]
.n
[4a)
[ =
$-
o
(=]
o
e
[3°]
©
o)
[ =
(3]
b_
[1+]
=
o
@
=
o
o

bangda.kemendagri



Tujuan Negara:
(UUD 45 alinea 4)

J 9 v\
melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia;
memajukan kesejahteraan
umum;

mencerdaskan kehidupan
bangsa; dan

ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi

dan keadilan sosial

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Presiden Pemegang

Kekuasaan Pemerintahan
(Ps. 4 UUD 45)

)

)

Pemerintah sebagai personifikasi negara
bertanggung jawab untuk melaksanakan
pembangunan, pelayanan masyarakat, dan
pemberdayaan masyarakat

@www.kemendagri.go.id ﬂ Kemendagri_RI ’kemendagri kemendagri
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Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Otonomi Daerahs
(Ps. 18 UUD 45)

NKRI dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota

Otonomi menjadi upaya
mempercepat tercapaianya
tujuan negara dan
mendekatkan pemerintah
dengan masyarakat



Kementerian Dalam Negeri

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 1 UU 23/2014

PEMERINTAHAN
' DAERAH

Dewan Perwakilan

Pemerintah Daerah Rakyat Daerah

adalah kepala daerah sebagai unsur adalah lembaga perwakilan rakyat

penyelenggarq Pemerintahan Daerah daerah yang berkedudukan sebagai
yang memimpin pelaksanaan urusan @@ unsur penyelenggara Pemerintahan
pemerintahan yang menjadi Daerah

kewenangan daerah otonom

v

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI

@www.kemendagri.go.id 'i Kemendagri_RI ,kemendagri kemendagri




Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

PEMBANGUNAN ADALAH:

SECARA UMUM :
“Sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan

hidup berbangsa”

BILA DIKAITKAN DENGAN KONSEPSI BERNEGARA NKRI:
“Tujuan akhir Pembangunan Indonesia adalah

Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat yang
berkeadilan”

KONTEKS PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI UU 23/2004
“Sebagai wujud implementasi urusan

Pemerintahan Daerah”

@www.kemendagri.go.id 'i Kemendagri_RI ,kemendagri kemendagri




Kementerian Dalam Negeri

PEMBANGUNAN NASIONAL Repubii Indonesz
(UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004)

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu Perencanaan Pembangunan
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan

mlinsur penyelenggara negara dan masyarakat di tig
Pusat dan Daerah.

Nasional disusun secara
sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh, dan tanggap
terhadap perubahan.

Pembangunan  Nasional
adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa dalam

embangunan Nasional diselenggarakan berdasarka mokrasi
dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,
rangka mencapai tujuan berw.awasan lingkur.wgan, serta kemandir.ian dengan menjaga
bernegara. keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.



Kementerian Dalam Negeri

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH Fepubiic Indonesiz

Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Daerah melaksanakan pembangunan untuk:

A N ’
¥
& @ 1% |

KECAMATAN =
MEDAN ST avan®¥ = |94

-

Peningkatan dan Pemerataan ~ Peningkatan dan Pemerataan Peningkatan dan Pemerataan Peningkatan dan Pemerataan
Pendapatan Masyarakat Kesempatan Kerja Lapangan Berusaha Akses dan Kualitas Daya Saing Daerah

‘ Pelayanan Publik

Pembangunan Daerah:

Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke
Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

@www.kemendagri.go.id 'i Kemendagri_RI ,kemendagri kemendagri -
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PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah
diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional

Pasal 258 UU 23/2014

TARGET TARGET
PEMBANGUNAN NASIONAL @ @ PEMBANGUNAN PROVINSI

kontribusit tkontribusi
kR movkeon A + T

sinkronisasi dan harmonisasi

koordinasi teknis dikoordinasikan oleh koordinasi teknis pembangunan
Mendagri dengan Menteri Bidang dilaksanakan oleh GUBERNUR
Perencanaan sebagai wakil Pemerintah Pusat

‘ MENDUKUNG DAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK:‘

Peningkatan & Peningkatan & Peningkatan & Peningkatan & Peningkatan &
Pemerataan Pemerataan Pemerataan Pemerataan Pemerataan
Pendapatan Daya Saing Kesempatan Lapangan Akses dan
Masyarakat Daerah Kerja Berusaha Kualitas

Pelayanan Publik

B B wwwkemendagrigod () Kemendagri R W kemendagri (@) kemenasgi 0 AN S
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UU No.23 Th. 2014,
Pasal 263-264

Rencana
Perangkat Daerah

UU No.23 Th. 2014,
Pasal 272-273

A

RKPD

RPJPD =

RPJMD »

»
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Penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran
pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN
dan RTRW

Penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang

memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan dan keuangan Daerah, serta program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif
untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berpedoman
pada RPJPD dan RPJMN

Penjabaran RPJMD yang memuat rancangan kerangka
ekonomi, prioritas pembangunan, serta rencana kerja
dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RKP dan program
strategis nasional

Memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan GEE] ! SEELCEREE]Y Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah

Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNGAN DAERAH

Ditetapkan dengan PERDA
paling lama 6 bulan setelah
RPJPD periode sebelumnya
berakhir

Ditetapkan dengan PERDA
paling lama 6 bulan setelah
Kepala  Daerah terpilih
dilantik

Ditetapkan dengan Perkada

Ditetapkan dengan Perkada
setelah RPJMD ditetapkan

Ditetapkan kepala daerah
setelah RKPD ditetapkan




ARSITEKTUR DOKRENDA

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

RPJPD

‘ .

Relr;sDtra e RP JMD DOKRENDA
! v

Renja
on = RKPD

KUA —  PPAS

RKA-PD b s opog?" DOK
v ANGGARAN 4%

DPA-PD h APBD

RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;

RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD
dan diterjemahkan kedalam RKPD;

RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja
daerah jangka menengah yang
dilaksanakan melalui Renstra PD;

Keberhasilan pencapaian visi & misi
kepala daerah ditentukan oleh
keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran Renstra PD;

Seluruh program selama lima tahun
seluruh Renstra memedomani program
prioritas dalam RPJMD;

RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;

Renja PD menerjemahkan program
prioritas (RKPD) kedalam kegiatan
prioritas;

RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;

@www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI ’kemendagri kemendagri ‘
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KERANGKA LOGIS MANAJEMEN STRATEGIS N

|

Inputs Activities Outputs M

| \ ] BERPIKIR SISTEM &
" Y " Y SISTEM DINAMIK

v Tracking and|Monitoring Impact evaluation
S5M+T

v

PROGRAM/KEGIATAN/
SUBKEGIATAN

-

PRODUK/BARANG/JASA AKHIR
YANG DIHASILKAN DARI
KEGIATAN/SUBKEGIATAN ]

MANFAAT YANG
DIHASILKAN DARI !

OUTPUT  prRUBAHAN YANG DIHASILKAN
DARI PENCAPAIAN OUTPUT &
OUTCOME

@www.kemendagri.go.id 'i Kemendagri_RI ,kemendagri kemendagri




01

Menetapkan
Outcomes dan
Output

(KINERJA)

O Outcomes
dari Program

QO Output dari
Kegiatan

02

Susun Program
dan Kegiatan

(KERJA)

Program/kegiatan
/sub kegiatan
berdasarkan
Permendagri
90/2019

03

Menetapkan
Ukuran Kinerja

Suatu alat/
variabel-variabel

untuk mengukur
kinerja

TAHAPAN PERENCANAAN BERKINERJA

04

Menetapkan
Target

Memperhatikan
resources dan
kondisi
lingkungan

_ @www.kemendagri.go.id 'i Kemendagri_RI ,kemendagri kemendagri
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KEKUASAAN PEMERINTAHAN Fepubli Indonesi

PEMEGANG KEKUASAAN PENANGGUNGJAWAB
PEMERINTAHAN - pSL, 4 - { PRESIDEN ] ) T

(1) UUD 1945 —

! UU23 Tahun2014
. UU 23 Tahun 2014
NASIONAL Kementerian/LPNK _
U Memperjelas konsep
! ! | ! ! desentralisasi dalam Negara
KORBINWAS | | I Sebagian | | KORBINWAS Kesatuan Republik Indonesia
E E I Urusan i i 0 Memperjelas pengaturan dalam
A 4 | v Vv WAKIL berbagai aspek Penyelenggaraan
REGIONAL [ DPRD PROV }| ....... { GUBERNUR }__>PEMERINTAH Pemerintahan daerah.
[ Unsur Penyelenggara ] I [ Unsur Penyelenggara PUSAN - i\/[.emuat Bengaturan baru antara
i | I aln:
| I Kobrdinasi, Pembinaan, " pengaturan tentang hak
i I E Pengawasan warga untuk berpartisipasi
v I v v dalam penyelenggaraan
Pemerintahan daerah
BUPATI/
LOKAL { DPRD KAB/KOTA } """"""""" { WALIKOTA J * Jaminan terselenggaranya
[ Unsur Penyelenggara J [ Unsur Penyelenggara J pelayanan publik
* Inovasidalam
penyelenggaraan
Pemerintahan daerah
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URUSAN PEMERINTAHAN Repubilk ndonesiz

KLASIFIKASTI URUSAN PEMERINTAHAN

Wajib Terkait
pelayanan Dasar

[ 6 Urusan ]

[ ABSOLUT ] [ PEMERINTAHAN UMUM ]

. . - —_— ¢ N : : 1
1. Politik luar negeri; “ Urusan Pemerintéhan .
2. \*Pertahanan, oy - yangmenjadi RN o Bt O M (i gl
3y Keam@nEn 7 o~ kewenangan P PreSIden Bargi
5

."i;_YustISI sebagai kepala T A , B L &
Moneter dan ﬁskal pemerintahan R Wa]1b Tidak Terkait
v‘ v . Pilihan pelayanan Dasar

nasmnal dan
6. Agama

4 o e A 2 ;r ' . / el o
Bnare .. o oo [ 8 Urusan ] 18 Urusan

Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas,
Akuntabilitas dan Efisiensi dan Kepentingan
Strategis Nasional

mn Kemendagri_RI 'kemendagri kemendagri
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URUSAN PEMERINTAHAN DALAM

IMPLEMENTASI URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN

Urusan pemerintahan yang memuat sub urusa
pemerintahan dan pembagian kewenangan antar
susunan pemerintahan diimplementasikan ke dalam
sistem manajemen pembangunan berupa siklus dari
planning, organizing, actuating, dan controlling

TRANSFORMASI URUSAN PEMERINTAHAN KE
DALAM KERANGKA MANAJEMEN PEMBANGUNAN

U Urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan,
dan kewenangan antar susunan pemerintahan perlu
diterjemahkan ke dalam bentuk konkrit aktifitas
pembangunan

U Nomenklatur program dan kegiatan daerah
merupakan bentuk transformasi urusan
pemerintahan ke dalam aktifitas konkrit
pembangunan daerah

U Transformasi urusan pemerintahan ke dalam

| nomenklatur program dan kegiatan di sisi lain
memastikan bahwa daerah melaksanakan
ActuaUng pembangunan daerah sesuai dengan
kewenangannya.

-F Kemendagri_RI ’kemendagri kemendagri ﬂ



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
X | xx | xx | 02 | 27 | Pemeltharaan rutin/berkata peralatan rumah jabatan/dinas
x |0 | | 02 | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
x [ | xx | 02 | 29 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeieur
PERATURAN MENTERI DALAM NEGER! E o e 02130 Pemetarn niinbotsls —
NOMOR 13 TAHUN 2006 g
TENTANG x | xx [ xx | 0239 |dst..
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH N0 1 {30 | RS Mudvi DA oyne Jeseim
x |0 | x| 02 | 41 | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, X 0| %x | 02 | 42 | Rehabittas! secang/berat gedung kantor
x | x| o | 02 | 43 | Rehabllitasi sedang/berat mobil jabatan ;
I [x{x{=|02]es]|os...... |
Menimbang :@  bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 e e e e L L T
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam x | o | xx | 03 Program peningkatan disiplin aparatur
MNegeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; x | | xx | 03 | 01 | Pengadaan mesin/kartu absensi
x | ¢ | 0 | 03 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Mengingat : 1. Undang-Undang Momor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Megara yang x | xx | x| 03 | 03 | Pengadaan pakaian kerja lapangan
Bersih dan Babas dari Kerupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik x | ¢ | 0 | 03 | 04 | Pengadaan pakaian KORPRI
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik % | 0c | x | 03 | 05 | Pengadaan pakaien kiwsus hari-harl tertentu
Indonesia Nomor 3851); x [ | x| 03 [ 06 [ oot
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomeor 47, Tambahan Lembaran Negara v — vy o
Republik Indonesia Nomor 4286); B B L] () [
3. Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan MNegara wle mum Y mmamm o
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 5, Tambahan R = S92 PR9aN V2rY e
q K . piernindaha lugasPhifs mn - . . .
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4355); gl o b |
4. Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan eI S L e R — o
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor "~ KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
53, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4389); 1 [ 01 [« [ 15 | 59 | Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
5. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 1 |01 | o | 15 | 60 | Pengembangan dota dan Informas! Pendidikan Anak Usia DI
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun T tos =
! i xx | 15 | 61 | Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 44007 1 Tot 15 | 62
R lInAdannd Indann Moamar 2R Tahon 2004 tenftann Sistern Parancanaan s Cunpemingns Muuhur, bl sjor disy sadutel crbilujarei Pasgiiios: Sciok tiks 004
1|01 | xx |15 | 63 | Penyelenggaraan koordinas) dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1 {01 |5« |15 | 64 | Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dinl
1|01 | x| 15 | 65 | Publikasi dan sostalisasi Pendidikan Anak Usia Dini
I o[ is]e7 st ; |
| NN ------------------------------‘
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PERMENDAGRI 13/2006 2 S

NO SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 S
5. Bahan Berbahaya dan | a. Pengelolaan B3. Pengumpulan limbah B3 a. Penyimpanan sementara
BFI‘BCUH (B3). dan | p, Pengelolaan limbah B3. lintas Daerah kabupaten/kota limbah B3.
Limbah Bahan dalam 1 (satu) Daerah b. Pengumpulan limbah B3
Berbahaya dan Beracun rovinsi
(Limbah B3) P - dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
RKPD PROVINSI .... TAHUN 2020
RKPD PROVINSI ... TAHUN 2020 .
URUSANBIDANG INDIKATOR
p— N——— NO KODE URUSANPROGRAMKEGIATAN/ SUB|  PROGRAMIKEGIATANISUB
NO KOOE  LRUSANPROGRAMMEGWATAN/SUB  PROGRAMMEGIATANSUS NECIATAN WEGIATAN
HEGIATAN KEGIATAN
: - i ‘ 206166 Pen :
. 1 fedalaan B2 dan Limbah B3
4. | 1020502 PROGRAM PENGELOLAAN I
PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3 - - C - e e ol
Terlaksanan;a permantauan dan
% Penanganan Sampah pemitiiaan pengekiaan limbah 83
KabupaienXola | (HabiKou)
)
o01 Pengembangan Fasikas Tedins

Pengelalaan Sampah dan Limbah B3

i epeen i~ Daerah melaksanakan program/kegiatan yang bukan kewenangannyaj;

mbak 82

(Lokes) v' Penggabungan dua sub urusan yang sifatnya berbeda (Persampahan dan
i3 Penfesalaan Lirbah B3 lebah B3)’
Jumih Linbah B2 yaryg dkeiol v' Pusat (Kemendagri dan K/L) kesulitan menentukan target capaian Daerah.

_ ------------------ @-M.-k;a;n-endagri.go.id n Kemendagri_RI 'kemendagri kemendagri



DESAI N PENYUSU N AN Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia

Untuk memastikan kesesuaian nomenklatur dengan kewenangan, desain aktifitas
baik program maupun kegiatan diteriemahkan dari lampiran UU 23 tahun 2014. Sub
Kegiatan diturunkan dari SPM dan NSPK urusan pemerintahan

- T
L 4 6\ Urusan yang jadi
e kewenangan
, EE.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
U Lol G NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
> KABUPATEN/KOTA
‘ 1 2 3 4 5
1. | Perencanaan Penetapan rencana induk | Penetapan rencana | Penetapan rerncana
Program Pembangunan Industri | pembangunan industri | pembangunan industri | pembangunan industri
nasional. provinsi. kabupaten /kota.
2. | Perizinan a. Penerbitan IUl Kecil, IUI | a. Penerbitan IUI Besar. a. Penerbitan IUl kecil dan
Menengah dan IUl Besar |{,. Penerbitan IPUI bagi | IUI Menengah.
Kegiat untuk: industri besar. b. Penerbitan IPUl  bagi
églatan 1) industri vang | . Penerhitan IUKI dan IPKI industri kecil dan
berdampak besar pada yang lokasinya lintas menengah.
lingkungan; Daerah  kabupaten/kota | c. Penerbitan IUKI dan IPKI
2 _industri minuman dalam _1__lsatul Dacrab Ly vang lokasinya di Daerah
beralkohol; dan provinsi. kabupaten/kota.
3) industri strategis.
b. Penerbitan IPUI bagi:
1) industri yang
berdampak besar pada
lingkungan;

Sub kegiatan merupakan bentuk implementasi dari NSPK pada masing-masing kewenangan

@www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI 'kemendagri kemendagri



Permendagri 70 tahun 2019 tentang

Sistem informasi pemerintahan
daerah (SIPD) memuat
skema pembinaan terpadu

pemerintahan daerah dalam satu
sistem informasi.

Pasal 14 database SIPD mengacu
pada Kklasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan dan

keuangan.
Telah  dilakukan  pembaharuan
database =~ SIPD mengacu pada

lampiran permendagri 9o tahun 2019.

PERMENDAGRI 70/2019 DAN PERMENDAGRI 90/2019

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Pasal 14

(1) Hasil pengelolaan data berbasis elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, digunakan sebagai dasar dalam
menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan
dokumen perangkat daerah berbasis elektronik.

(2) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
¢. rencana pembangunan tahunan daerah.

(3) Dokumen perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:

a. rencana strategis perangkat daerah; dan
b. rencana kerja perangkat daerah.

(4) Dokumen perencanasn pembangunan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dan dokumen perangkat daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagal acuan
dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA,

gan  APBD

Mlaksanakan berbasis elektronik.

sampal menjd

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

sesual dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

ﬂ Kemendagri RI Y kemendagri

Memimbang  : a.

Kementerian Dalam Negeri &5
Republik Indonesia

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
MENTER!I DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOE  TAHUN
TENTANG
KLASIFIKAS], KODEFIKASIL DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

dan menyelaraskan

canaan pembangunan dan keuangan ds
klasifikasi, kodefikasi dan
perencanaan pembanpgunan dan keuangan daerah;

b. bahwa |klasifikasi, kodefikasi dan

adanya

nomenklatur

perencanaan  pembangunan dan keuanpan  daerah

untuk mendukung Sistem

digunakan

kemendagri



PEMUTAKHIRAN Kementerian Dalam Negeri [T
u Republik Indonesia | B

KONSEP PEMUTAKHIRAN

O Pemutakhiran menggantikan fungsi dst (dan seterusnya) dalam lampiran
permendagri 13 tahun 2006.

Q Skema pemutakhiran untuk memastikan kesamaan klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur untuk setiap tambahan aktifitas yang diusulkan

Pemutakhiran merupakan penambahan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan
daerah.

Q Pasal 6 Ayat (1) Permendagri 90/2019, Pemutakhiran PMDN 90/2019 dilakukan
berdasarkan :
a. Usulan Pemerintahan Daerah:;
b. Perubahan Kebijakan;
c. Peraturan Perundang -undangan

@www.kemendagri.go.id 'i Kemendagri_RI ,kemendagri kemendagri




4. PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR

n Dalam Negeri
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Republik Indonesia
merupakan penambahan atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian
Dalam Negeri, melalui usulan Pemerintah Daerah, perubahan
kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
a. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melalui
usulan Pemerintah Daerah.
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melalui
usulan Pemerintah Daerah dilakukan secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh Kementerian
LAMPIRAN Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran setelah melalui tahapan
sebagai berikut:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan (mapping) atas
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur setelah
REPUBLIK INDONESIA

dikoordinasikan dengan seluruh satuan kerja perangkat

NOMOR 90 TAHUN 2019 daerah di lingkungan pemerintah daerah masing-masing;

2) Berdasarkan hasil pemetaan (mapping), apabila terdapat

TENTANG I{LHSIFII{ﬂSL KGDEFIKASI? DAN Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang belum
diakomodir dalam Peraturan Menteri ini, maka pemerintah

NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN daerah dapat mengajukan usulan setelah disahkan oleh
DAN KEUANGAN DAERAH kepala daerah kepada Kementerian Dalam Negeri melalui

SIPD; dan
3) Berdasarkan usulan tersebut, Kementerian Dalam Negeri

melalui tim pemutakhiran melakukan verifikasi untuk

K-LASIFIMSI, KDDEFII{J‘!&SI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN selanjutnya hasil verifikasi tersebut ditambahkan dalam

database Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur setelah

PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
b. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
berdasarkan perubahan kebijakan dan peraturan perundang-

A. TATA CARA KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR undangan.

1) Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melakukan
inventarisasi atas penambahan Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur dengan mengacu pada perubahan kebijakan

dan peraturan perundang-undangan.
r2}- gex?as—arlzn-ha?il-manzngsi-sgagirﬁlrg Timaksud 1
pada angka 1, tim pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur melakukan pemutakhiran database

dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
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Kementerian Dalam Negeri

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMD epublk Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459).
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PENYUSUNAN RPJMD ementorian Dalam Nogeri
PASCA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

RPJPN Tahun 2025-2045 RPJPD Tahun 2025-2045
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (T

1
RPIMN | RPJMN RPJIMN RPJIMN
1

1
1
1 RPJMD RPJMD RPJIMD
1

' Tahapli Tahap Il Tahap IV
,'2030-2034 2035-2039  2040-2045

1 Tahap |

1
Tahap! | Tahapll Tahap Il Tahap IV
'\ 2025-2029

Pasal 264
'\2025-2029 ) 2030-2034 20352039 2040-2045

(1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) =
huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.
(2) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan

setelah kepala daerah terpilih dilantik. P = = = = N

PERPRES NOMOR 12 I RPJMD :

UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 TAHUN 2025 TENTANG tonn T h ,

pasal 10 RPJMN Tahun 2025-2029 ! anun :
Perk Fondasi

(1) Periode RPJP Daerah mengikuti periode RPJP Nasional Tahun 2025- erTrL;?]t:fr;m?:Siam e il I 2025'2029 I

2045. I *perkuatan Fondasi I

(2) Periode RPJM Daerah mengikuti periode RPJM Nasional. |\ Transformasi Daerah ]

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 -——em w = =
Pasal 47
(1) Penyusunan rancangan awal RPJIMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Visi Misi Presiden dan Visi Misi KDH dan
Kepala Daerah terpilih dilantik.. Wakil Presiden Terpilih Wakil KDH Terpilih
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Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

PENGERTIAN RPJMD

o 1 -
| B

v

p) . o
/ﬁenjabaran dari Visi, Misi, dan ' Sebagai instrumen

- Program KDH yg memuat / W evaluasi
| penyelenggaraan

Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah .
\ Kebijakan, Pemb. Daerah dan - Pemerintahan
"' Keuangan Daerah, serta Daerah/\x

l
Program PD dan lintas PD yg ! "
S disertai dengan Kerangka S [ |
_/ B Pendanaan Bersifat Indikatif | i
2 | . untukjangka waktu 5 tahun / 3 T v
Ditetapkan \ yang disusun dengan { § )
~ | _berpedoman pada RPJPD dan A\ :
denlgan FERD;\ Iy : RP?MN. ] al / / Apabila penyelenggara \
paling lama f:f /7 = S Pemerintahan Daerah tidak \____
\ Gl i el K l ' menetapkan Perda tentang RPJPD
o _"\\ . set?}a:}; _II(DP:_R L Catatan: = | dan RPJMD anggota DPRD dan
S Sl el an ! \ 6 (enam) bulan sudah termasuk Hari T kepala daerah dikenai sanksi
‘ /ﬁ--'“’" ~ Libt.lr/Al_d]ir .Pekan dan bukan hanya 'a. administratif berupa tidak
o/ Hari Kerja saja \ ..
Catatan \ dibayarkan hak-hak keuangan yang
S  diatur dalam ketentuan peraturan =~ -

Hanya KHD dan Wakil KDH saja yang terkena _
& perundang-undangan selama3 . /

sanksi, namun DPRD semua anggota DPRD
terkena Sanksi. N (tiga) bulan. J

@www.kemendagri.go.id n Keméﬁélagri_Rl
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Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

FUNGSI
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 20 _ m
( Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23 Tahun 2014) Ly.a - — S
Kepala Daerah Presiden

RPJPD » Menjadi pedoman dalam { Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah
—

e e tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan
program calon kepala daerah

-
-
-—
-
-
—
-—
-—

{ RPJMD anggota DPRD dan kepala daerah
{  dikenai sanksi administratif berupa tidak
i dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur |

Sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan selama 3 (tiga) bulan.

af

) S::a;z;ins:;r:n evaluas! i Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada
RKPD penyelengg i tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi
 — Pemerintahan Daerah | administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak
*Menjadi pedoman kepala : : P Y
i keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-

daerah dalam menyusun .
KUA serta PPAS. undangan selama 3 (tiga) bulan.

PEMBANGUNAN
DAERAH

_ @www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI ,kel‘l‘h:nui:gn ) nemenuayn




Kementerian Dalam Negeri

NILAlI STRATEGIS RPJMD s

Media untuk mengimplementasikan

janji Kepala Daerah terpilih yang
< 01} © telah disampaikan pada saat
kampanye kepada seluruh
Pedoman pembangunan selama masyarakat

5 (lima) tahun dan rencana 02

tahunan (RKPD). Merupakan ruang politis bagi kepala

03 daerah terpilih dan DPRD, yang akan
berdampak tidak baik apabila tidak

Alat atau instrumen dapat tercapai.

pengendalian bagi satuan ©

pengawas internal (SPI) dan Pedoman penilaian keberhasilan

Bappeda. @ o Pemerintahan daerah sesuai amanat
‘06 \

PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah.

©
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gofg[ian Dalam Noger

KETERKAITAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANZK/™ o teser
PEMBANGUNAN DAN SEKTORAL LAINNYA L\

RTRW PROVINSI RPJPN RTRW KAB/KOTA

£ £ :
3 5
Q Q KLHS RPIMD
£ RPJIMN 2 —
[ [13] ——%
£ £
d . y A\
RPJPD mempedoman RPJPD
RANTEK RPJMD RANTEK RPJMD
‘ E PROVINSI dilakukan simultan KAB/KOTA =
g c = g
g £ S 3
£ 3 S g
5 5
= =
RPIMD memperhatikan RPIMD
RO KAB/KOTA |
EVALUASI CAPAIAN -z e EVALUASI CAPAIAN
PEMBANGUNAN 5 - g g - PEMBANGUNAN 5
TAHUN TERAKHIR 2 58 5|2 g TAHUN TERAKHIR
S g 2 S|lo 8
8 £ = EllE 8
£ o e £
g EV VE g
DOKUMEN RENSTRA PD memperhatikan RENSTRA PD , DOKUMEN
PERENCANAAN PROVINSI KAB/KOTA PERENCANAAN

PEMBANGUNAN
DAN SEKOTRAL
LAINNYA

PEMBANGUNAN
DAN SEKOTRAL
LAINNYA

T Yy (U (U—



SISTEMATIKA RPJMD = atwitved]

PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, Dasar hukum penyusunan, hubungan antar ‘ j| @
dokumen, maksud dan tujuan, serta Sistematika penulisan

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat Gambaran umum kondisi daerah, Gambaran Keuangan E @

Daerah, Permasalahan dan isu strategis

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ‘f% @
Memuat Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi, arah kebijakan dan
Program prioritas pembangunan daerah

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN Q @

PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat Program Perangkat daerah, dan kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah

OIX
X

PENUTUP jﬂ ®
Memuat Kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, dan
pelaksanaan dalev
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KINERJA PADA RPJMD

° Kinerja Mewujudkan Visi/Misi Kepala Daerah

VISI/MISI
dikerjakan PROGRAM
PRIORITAS
TUJUAN & SASARAN
Bab 3 Bab 3

e Kinerja Pembangunan Daerah Otonom

KONDISI AWAL
BERDASARKAN ASPEK:
0 Geografi &

Demografi
0 Kesejahteraan

Masyarakat
O Pelayanan Umum

U Daya Saing

-

dikerjakan PROGRAM PD

Bab 4

ditentukan

ditentukan

TARGET KINERJA
PENCAPAIAN
TUJUAN/SASARAN
(IKU)

Bab 4

TARGET KINERJA
RENCANA
PEMBANGUNAN
DAERAH OTONOM
(IKD)

Bab 4

Kementerian Dalam Negeri

dievaluasi

dievaluasi

%‘Wﬂkemendagri.go.id n Kemendagri_RI ’kemendagri kemendagri
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CAPAIAN KINERJA
TUJUAN/SASARAN

CAPAIAN KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH OTONOM




ian Dalam Negeri

\Z\e ublik Indonesia

N
N \\
NN
NN N\ N\
\ NN
NN

PENGERTIAN RENSTRA PD

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan Renstra

Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

_ @www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI 'kemendagri kemendagri ﬂ



Kementerian Dalam Negeri

TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD-RENSTRA \ -

RFJEN, RFJFD,
REJAN, Rancangen
Teknokeat, Visi & als

ettt
Evalnasi fe EE Stratemis

REJFN, RF[MN
RFJFD, RTRW, &

Thpoks:

Isn A

Stoate e
M\N\r&h‘ PD__
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HUBUNGAN KINERJA RENSTRA & RENJA PD ™™ sl

TUJUAN

RENSTRA PD

Diterjemahkan
tiap tahun

A 4

SASARAN

Target

I | Iv

TUJUAN

SASARAN

Target

Bab 3

dikerjakan

PROGRAM/KEGIATAN/
SUBKEGIATAN DALAM
RENCANA KERJA

Bab 4

ditentukan

I | 1Iv

TARGET KINERJA
IKU &/IKK
TIAP TAHUNNYA

Bab 4

Target kinerja di Renja tidak harus
sama dengan di Renstra karena harus
disesuaikan dengan hasil dalev

CAPAIAN KINERJA

dievaluasi IKU &/IKK
TIAP TAHUNNYA???
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Kementerian Dalam Negeri

KONSEP KINERJA RENSTRA PD fepublc Indonesi

° Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

NSPK sesuai kewenangan

1

RENCANA
TUJUAN & SASARAN - PROGRAM . TARGET KINERJA . . CAPAIAN KINERJA
PD dikerjakan /KEGIATAN/ ditentukan TUJUAN/SASARAN dievaluasi TUJUAN/SASARAN
29?79
SUBKEGIATAN (IKU) (IKU) 22?7
t Bab Ili Bab il Bab IV

Visi-Misi dan Tujuan-Sasaran RPJMD

e Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab PD

RENCANA TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWAL PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
KINERJA PELAYANAN dikerjakan ditentukan BERDASARKAN dievaluasi BERDASARKAN
/KEGIATAN/
PD SUBKEGIATAN URUSAN URUSAN
(IKK) (IKK)???
Bab Il Bab IV Bab IV
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Kementerian Dalam Negeri

SISTEMATIKA RENSTRA PD epubk Indonesiz

PENDAHULUAN ‘ jl ©)

Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan
Tujuan, Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN

DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH E @
Tugas, fungsi dan Struktur PD, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD, Kelompok
Sasaran layanan, Permasalahan PD dan Isu Strategis

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Renstra PD, Sasaran PD, Strategis dan arah kebijakan
PD dalam pencapaian tujuan dan sasaran PD

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Uraian Program, kegiatan & subkegiatan, uraian Sub Kegiatan dalam mendukung program
prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra
melalui IKU, dan target kinerja penyelenggaraan urusan melalui IKK

PENUTUP @ @

Kesimpulan Substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi
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Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

BAB I: PENDAHULUAN

Merumuskan Latar Belakang 2

Menjelaskan kondisi yang mendasari penyusunan,
definisi Renstra PD, amanat regulasi, dan nilai
strategis dokumen dalam perencanaan pembangunan

daerah.

Menguraikan Maksud dan Tujuan 4

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan
Renstra PD sebagai dokumen perencanaan

strategis Perangkat Daerah.

Mengidentifikasi Dasar Hukum

Menyusun daftar peraturan perundang-undangan
yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra

PD secara hierarkis.

Menjelaskan Sistematika Penulisan

Menguraikan struktur dokumen Renstra PD secara
ringkas untuk memberikan gambaran umum isi

dokumen.
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BAB Il GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALATAN? = Neceri
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai
dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024
dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis
dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.

2. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun
terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK).

3. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan
datanya (bukan menarasikan data).

4. Penyajian pada bab ini memuat sekurang-kurangnya:

Kelompok sasaran
layanan (misalnya
Bappeda, kelompok
sasaran layanannya
adalah Perangkat

Catatan: dapat
ditambahkan
beberapa subbab
lainnya sesuai dengan
kondisi daerah,

Kinerja pelayanan
Perangkat Daerah
(termasuk capaian
SPM sesuai dengan
tupoksinya); dan

Tugas, fungsi dan

Sumber daya

struktur Perangkat Perangkat Daerah;

Daerah;

Daerah). seperti:
Mitra Perangkat Dukungan BUMD Kerjasama d'aer.ah
dalam pencapaian yang menjadi
Daerah dalam . .
kinerja Perangkat tanggung jawab

pemberian pelayanan

. ) Daerah (apabila ada); Perangkat Daerah
@ www.kemendagri.go.id n Kemendagr:_ gualba, &‘J dan (apabila ada). 35




. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab Il, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029
yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan
pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan
merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian
pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan  dapat
menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat
dominan

2. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi
menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.

3. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat
mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari
berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan
resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil
penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD.

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan

kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun
tidak langsung secara signifikan di masa datang.
@ www.kemendagri.go.id
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LANJUTAN ...covvveunses

Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:
a. permasalahan;
b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan

c. potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI | 1SU ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG
DAERAH KLHS RELEVAN DENGAN PD .
YANG PERMASALAHAN RBYLA;'\?M STRATEGIS
. MENJADI PD
L st O DeNoay | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL PD
PD PD
(1) _(2) (3) W 1 5 1 6 (7)

@www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI ’kemendagri kemendagri
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Contoh: TABEL MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS PD "

POTENSI DAERAH
YANG MENJADI
KEWENANGAN PD

(1)

1. Tersedianya
fasilitas kesehatan
dasar di seluruh
kecamatan
(Puskesmas)

2. Adanya rumah
sakit daerah dengan
beberapa layanan
spesialistik

3. Jumlah tenaga
kesehatan yang
cukup secara
kuantitas

4. Tersedianya
anggaran khusus
untuk pelayanan
kesehatan bagi
masyarakat miskin
5. Adanya program
inovasi kesehatan
daerah

PERMASALAHAN PD

(2)

1. Ketimpangan
kualitas pelayanan
kesehatan antara
wilayah perkotaan dan
pedesaan

2. Tingginya angka
stunting di beberapa
wilayah

3. Masih tingginya
angka kematian ibu
dan bayi

4. Belum optimalnya
sistem rujukan
kesehatan

5. Kapasitas surveilans
penyakit yang masih
terbatas

ISU KLHS YANG

RELEVAN DENGAN

PD
(3)
1. Peningkatan
pencemaran
lingkungan yang
berdampak pada
kesehatan
masyarakat
2. Penurunan
kualitas air bersih
akibat
pertambangan dan
industri
3. Daya dukung
lingkungan
terhadap
permukiman sehat

4. Kerentanan
wilayah terhadap
bencana dan
dampaknya pada
kesehatan

5. Perubahan tata
guna lahan yang
memengaruhi pola
penyakit

ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD

GLOBAL

(4)

1. Pandemi dan
ancaman
penyakit infeksi
emerging
(COVID-19,
Mpox)

2. Perubahan
iklim dan
dampaknya
terhadap
kesehatan

3. Kemajuan
teknologi
kesehatan dan
telemedicine

4. Resistensi
antimikroba
sebagai ancaman
global

5. Penuaan
populasi global
(aging
population)

NASIONAL

(5)

1. Program
Indonesia Sehat
dengan
pendekatan
keluarga

2. Percepatan
penurunan
stunting sebagai
prioritas nasional

3. Jaminan
Kesehatan
Nasional dan
penguatan sistem
rujukan

4. Transformasi
sistem kesehatan
nasional

5. Pengembangan
SDM kesehatan
unggul

REGIONAL

(6)

1. Disparitas kualitas
S5DM kesehatan
antar
kabupaten/kota

2. Belum optimalnya
koordinasi antar
daerah dalam
perencanaan
program

3. Pola penyakit
yang bergeser ke
penyakit tidak
menular

4. Belum optimalnya
kolaborasi lintas
sektor dalam
pembangunan
kesehatan

5. Keterbatasan
fasilitas kesehatan
rujukan tingkat
lanjut

@www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI ’kemendagri kemendagri

ISU STRATEGIS PD

(7)

1. Peningkatan
akses dan mutu
pelayanan
kesehatan dasar
yang merata

2. Penguatan
Upaya penurunan
angka kematian
ibu dan bayi serta
stunting

3. Penguatan
sistem surveilans
penyakit dan
kesiapsiagaan
menghadapi
wabah

4. Peningkatan
cakupan dan
kualitas pelayanan
JEN

5. Penguatan tata
kelola dan
manajemen
kesehatan daerah
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%  BAB Ill TUJUAN, SASARAN, STRATEGI
DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan adalah kinerja yang ingin
diwujudkan selama 5 (lima) tahun
untuk menggambarkan Dengan mempertimbangkan kondisi
(S EnIEEIE BPDIberdasarkan PD yang ada saat ini,
tugas pokok dan fungsi serta NSPK direkomendasikan agar Renstra PD
cukup memiliki 1 (satu) tujuan saja.

Disusun dengan kalimat kondisi

Bersifat lebih khas sesuai dengan
Tupoksi PD dan merupakan

Dapat diukur dalam jangka waktu Disusun dengan bahasa yang jelas
T ERELIGER dan mudah dipahami. kontribusi immediate outcome dan

intermediate outcome.
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= Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yan &

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk

SASARAN o ARAH KEBLAKAN wis”f’:;‘fef’s menggambarkan kebermanfaa_tan PD berdasarkar_l No_rma,

D Unghungan s Standar, Prosedur dan Kriteria {NSPK) yang diterbitkan

e ff' N - - oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran

RPJMD
s AR ot = Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian
= KEBUAKAN  operasionalisas! . .

Nee kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek

s e prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra
SASARAN —— STRATEG! et PD

s B = Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah

3 PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PO rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-

D D langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa

S el R S optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan

_ e penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam

gy ... menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai
tujuan/sasaran Renstra PD

= Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah
rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK
sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan
RPJIJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka
mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD

go.id ﬁ Kemendagri_RI ,kemendagri kemendagri
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Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN :
TARGET TAHUN
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN INDIKATOR KET.
YANG RELEVAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
] 1 s
{1) {2} ,r {3) | 4) (5) 1 6} | {7 | (8) @ ] o | {11)
T1 T1
S1.1 51.1 1 I T 7]
51.2 51.2 ! |
|
: +
A 1 a
Ket:

Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 {lima) tahun
pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline

@www.kemendagri.go.id 'i Kemendagri_RI ,kemendagri kemendagri



Contoh: PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN

NSPK DAN
SASARAN
RPIMD YANG
RELEVAN

(1)

Permenkes No.
43 Tahun 2019
tentang Pusat
Kesehatan
Masyarakat dan
Sasaran RPJMD:
"Meningkatnya
derajat
kesehatan dan
kualitas hidup
masyarakat"

Xxp U CTUTTTT

TUWIUAN

(2)

T1:
Meningkatkan
akses dan

mutu
pelayanan
kesehatan yang
merata bagi
seluruh
masyarakat

SASARAN

(3)

51.1:
Meningkatnya
cakupan dan
mutu
pelayanan
kesehatan
dasar

51.2:
Meningkatnya
akses
terhadap
pelayanan
kesehatan
rujukan

INDIKATOR

(4)
Angka
Harapan
Hidup

Persentase
Puskesmas
yang
terakreditasi
minimal
Madya

Persentase
Rumah Sakit
Yang
terakreditasi
minimal
Madya

2025

(5)
71,5

70%

75%

2026 2027
e | (7

720 | 725
75% | 80%
80% | 85%

2028 2029
(8 (9
73,0 | 73,5
85% | 90%
90% = 95%

H """"""" ===

2030 KET.
(10) (11)
74,0 -
95% -
100% | -

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
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Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan
dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP 1
(2027)

TAHAP III
(2028)

TAHAP IV
(2029)

TAHAP V
(2030)

@

(3)

(4)

(5)

Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau
berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan

daerah.
T N
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Contoh: PENAHAPAN RENSTRA PD

TAHAP | (2026)

(1)

1. Penguatan
infrastruktur dan
fasilitas
pelayanan
kesehatan dasar
melalui
rehabilitasi 50%
Puskesmas dan
renovasi 10
Puskesmas
rawat inap

2. Peningkatan
kapasitas dan
kompetensi
tenaga
kesehatan
melalui
pelatihan dasar
bagi 70% tenaga
kesehatan di
Puskesmas

TAHAP 1 (2027)

(2)

1. Melanjutkan
penguatan
infrastruktur
dengan
rehabilitasi 30%
Puskesmas
sisanya dan
renovasi 10
Puskesmas
rawat inap
tambahan

2. Melanjutkan
peningkatan
kapasitas tenaga
kesehatan
dengan
pelatihan
lanjutan dan
spesialisasi bagi
50% tenaga
kesehatan

TAHAP 111 (2028)

(3)

1. Optimalisasi
fungsi
Puskesmas
sebagai pusat
pelayanan
kesehatan
primer dan
pemberdayaan
masyarakat

2. Penguatan
kapasitas
manajemen
kesehatan dan
leadership bagi
kepala
Puskesmas dan
jajarannya

TAHAP IV

(2029)
(4)
1.
Pengembangan
jejaring
pelayanan
kesehatan
primer dan
integrasi dengan
pelayanan
kesehatan
sekunder

2. Peningkatan
kemampuan
tenaga
kesehatan
dalam
pelayanan
terintegrasi dan
penggunaan
teknologi
kesehatan

TAHAP V (2030)

(5)

1. Penguatan
sistem
kesehatan
terintegrasi dan
kemandirian
pelayanan
kesehatan
tingkat daerah

2.
Pengembangan
pusat unggulan
dan inovasi
pelayanan
kesehatan di
tingkat daerah

@www.kemendagri.go.id ﬂ Kemendagri_RI ’kemendagri kemendagri
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Contoh: MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD

NO OPERASIONALISASI NSPK

ARAH KEBLJAKAN ARAH KEBIJAKAN KET.
RPJMD RENSTRA PD

(1) | (2) (3) (4) (3)

1 Penerapan standar Peningkatan akses Pengembangan layanan
pelayanan kesehatan primer  dan mutu kesehatan primer

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

pencegahan dan
pengendalian penyakit
menular sesuai dengan
Permenkes No. 82 Tahun
2014

Pelaksanaan standar
kesehatan ibu dan anak
sesuai Permenkes No. 97
Tahun 2014

@www.kemendagri.go.id ﬂ Kemendagri_RI ’kemendagri

pencegahan dan
pengendalian
penyakit menular
dan tidak menular

Penurunan angka

kematian ibu dan
bayi

kemendagri

R LR [ anan K}:BIJAKAR ARAH sesuai dengan Permenkes pelayanan berkualitas yang merata
- NSPK RPJMD KEBIJARKAN EET. No. 43 Tahun 2019 kesehatan dasar dan terjangkau melalui
RENSTRA PD
) @) (3) (4) (5) penguatan Puskesmas
= Ty Implementasi sistem Penguatan sistem Pengembangan sistem
—_— informasi kesehatan informasi dan informasi kesehatan
e a— terintegrasi berdasarkan surveilans daerah yang terintegrasi
= Permenkes No. 46 Tahun kesehatan berbasis = dengan sistem nasional
| I 2017 teknologi
Penerapan standar Penguatan Peningkatan kapasitas

surveilans epidemiologi
dan pencegahan penyakit
menular di tingkat primer

Peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan ibu,

anak, dan keluarga
berencana melalui

penguatan fasilitas dan

tenaga kesehatan
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BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN""
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

= Bab ini menguraikan
berbagai program, kegiatan, ‘
subkegiatan merupakan B r 4.
hasil cascading dari tujuan,
sasaran, outcome dan
output

= Program, kegiatan dan sub
kegiatan mengacu pada
nomenklatur yang diatur
dalam Permendagri dan
Pemutakhirannya

= Daftar program, kegiatan
dan sub kegiatan dalam
mencapai kinerja PD tahun
2025-2030
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T = Republik Indonesia
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan MO
Renstra PD NN
NSPK DAN PROGRAM/
ROIMD $anG | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR oy O <
RELEVAN
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
T T1
Si.1 Si.1

0OCi1.1.1 0OCl1.1.1 PROG. 1

OT1.1.1.1 OTl1.1.1.1 KEG. 1.1
SUBKEG. 1.1.1
SUBKEG. 1.1.2

OT1.1.1.2 OT1.1.1.2

0Cl1.1.2 0C1.1.2 PROG. 2
OT1.121 | OTL12.1
0T1.1.22 | OTL1.22

si2
01.2.1
01.2.2

T Yy (U (O—
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Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
KEGIATAN/ / INDIKATOR BASELINE 2026 2027 2028 2029 2030 ol
OUTCOME/OUTPUT | 2024
aumom ATAN TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU
(1) (2) (3) (4) (S) (6) {7) (8) 9) (10) {11) (12) (13) (14}

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET.
(1) (2) (3) 4) (5

T Yy (U (O — .



= Penentuan target
keberhasilan
pencapaian tujuan
dan sasaran Renstra
PD melalui IKU,
indikator yang
disajikan merupakan
indikator yang
terseleksi

* Penentuan target
penyelenggaraan
urusan melalui IKK

= |KU dan IKK berlalku
dari tahun 2025-2030

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

TARGET TAHUN
HO. INDIKATOR SATUAN KET.
2025 2026 2027 2028 2029 2030
U 12 {3) (%) (5 (6) {7) (8} 9 {10y
- ! , r ta | J |
I R e e + g —_— = -
i == B + - * e
.= . & J ;
- -1 T % ! |
L I | - 1l | S
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci
T — — x T - T e
NO. INDIKATOR SATUAN KET.
2025 2026 2027 2028 2029 2030
{1} 2 {3) [#) {5) (B} (7} (8} 9 (10}
[~ B I~ T L] T
B R 1 T | T |
o | - 1
[ T
I R i 7{7 i i
=t ———— 1 — :.
1 | | I— .
- 4 = - |
|
1 i L. — ——
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NSPK DAN
SASARAN
RPIMD YANG
RELEVAN

(1)

Permenkes No.
43 Tahun 2019
tentang Pusat
Kesshatan
Masyarakat dan
Sasaran RPIMD:
"Meningkatnya
derajat
kesehatan dan
kualitas hdup
masyarakat”

TUIUAN SASARAN

(2) i3]

T1:

Meningkatkan

akses dan

mutu

pelayanan

kesehatan

yang merata

bagl seluruh

masyarakat
51.1:
Meningkatmya
cakupan dan
mutu
pelayanan
kesehatan
dasar

OUTCOME

(4

0c1.1.1:

Meningkatmya

kualitas
pelayanan di
Puskesmas

OUTPUT

(5

0OT11.11:
Terselenggaranya
pelayanan
Puskesmas sasual
standar

O7T1.1.1.2:
Terpenuhinya
S0 kesehatan
yang kompeten

INDIKATOR

i8]
T1: Angka
Harapan Hidup

51.1: Persentasa
Puskesmas yang
terakreditasi
minimal Madya

OC1.1.1: Indeks
kepuasan
masyarakat
terhadap
layanan
Puskesmas
oT111.1:
Jumilzh
Puskesmas yang
memenuhl
standar
pelayanan
minimal

0T1.1.1.2:
Persentase
Puskesmas
dengan
ketersediaan
SO sesual
standar

@www.kemendagri.go.id ﬂ Kemendagri_RI ’kemendagri

PROGRAM/
KEGIATAN/
SUBKEGIATAM

KET.
Kementerian

(7 (&)

PROG. 1! -
Frogram
Peningkatan
Felayanan

Kesehatan Dasar

KEG. 1.1: =
Pengambangan
Sarana dan
Prasarana
Puskesmas

SUBKEG. 1.1.1: -
Rehabilitasl

gedung

Puskesmas

SUBKEG. 1.1.2: -
Pengadaan alat
kesehatan
Puskesmas

KEG. 1.2: -
Peningkatan
Kompetansl 50K
Puskesmas

SUBKEG. 1.2.1: =
Pelatihan
manajemen
Puskesmas

SUBKEG. 1.2.2: -
Pelatihan teknis

bagl tenaga
kesehatan

kemendagri
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CONTOH: RENCANA e otk o
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET.
PROGRAM/OUTCOME/ OUTCOME/OQOUTPUT 2024
KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
OUTPUT
2026 2027 2028 2029 2030
TARGET | PAGU | TARGET @ PAGU @ TARGET | PAGU | TARGET PAGU | TARGET | PAGU
1) (2) (3) (4) (3) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
URUSAN KESEHATAN
Program 1: Program Peningkatan Indeks kepuasan masyarakat T5% B80% 35,2 B3% 38.5 88% 423 0% 46,5 Q5% 51,2 -
Pelayanan Kesehatan Dasar terhadap layanan Puskesmas M M M M M
Outcome 1.1: Meningkatnya kuoalitas | Persentase Puskesmas vang 60% 75% - 80% - 85% - 90% - 95% - -
pelayanan di Puskesmas memenuhi standar pelayanan
minimal
Kegiatan 1.1: Pengembangan Sarana | Jumlah Puskesmas yang 15 unit 25 unit 20,5 20 unit 223 20 umt 245 15 unit 26,8 15 unit 29.4 -
dan Prasarana Puskesmas ditingkatkan sarana M M M M M
prasarananya
Subkegiatan 1.1.1: Rehabilitasi Jumlah Puskesmas yang 10 unit 15 unit 12,5 12 unit 13,6 12 unit 14.9 10 unit 16,3 10 unit 17.9 -
gedung Puskesmas direhabilitasi M M M M M
Subkegiatan 1.1.2: Pengadaan alat Jumlah paket alat kesehatan 15 paket 25 paket 8.0M 20 paket 8. TM 20 paket 9.6 M 15 paket 10,5 15 paket 11,5 -
kesehatan Puskesmas yang diadakan M M
Kegiatan 1.2: Peningkatan Persentase tenaga kesehatan T0% 75% 14,7 80% 16,2 85% 17.8 90% 19.7 95% 21,8 -
Kompetensi SDM Puskesmas yang terlatih M M M M M
Subkegiatan 1.2.1: Pelatihan Jumlah pelatihan manajemen 5 angkatan 8 6.5 M 8 T2M G T8 M 6 8TM 6 95M -
manajemen Puskesmas Puskesmas angkatan angkatan angkatan angkatan angkatan
Subkegiatan 1.2.2: Pelatihan teknis Jumlah pelatihan teknis 12 jenis 16 jenis 8.2M 16 jenis 9.0M 14 jenis 10,0 14 jenis 11,0 14 jenis 12,3 -
bagi tenaga kesehatan M M !
Program 2: Program Pelayanan Persentase cakupan pelayanan 80% 85% 42,8 88% 47,1 90% 51,7 93% 56,9 95% 62,6 -
Kesehatan Masyarakat kesehatan dasar M M M M M
Outcome 1.2: Meningkatnya Persentase desa/kelurahan yang | 85% 90% - 93% - 95% - 98% - 100% - -
cakupan pelayanan kesehatan dasar terlayani
Kegiatan 2.1: Penyelenggaraan Jumlah kunjungan pelayanan 120 kali 180 kali 25,6 180 kali 282 180 kali 310 150 kali 34.1 150 kali 37.5 -
Pelayanan Kesehatan Bergerak kesehatan bergerak M M M M M
Subkegiatan 2.1.1: Pelayanan Jumlah desa yang terlayani &0 desa 100 desa 25,6 110 desa 282 120 desa 310 125 desa 4.1 130 desa 1.5 -
kesehatan keliling M M M M M
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'Contoh: Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendu

Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO

(1)
1

PROGRAM

PRIORITAS
(2)
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Dasar

Program
Kesehatan |bu
dan Anak

Program
Percepatan
Penurunan
Stunting

OUTCOME

(3)

Meningkatnya kualitas
pelayanan di
Puskesmas dengan
indeks kepuasan
masyarakat mencapai
95% pada tahun 2030

Menurunnya angka
kematian ibu dari
180/100.000 menjadi
130,/100.000 kelahiran
hidup dan peningkatan
cakupan antenatal
lengkap mencapai 95%
pada tahun 2030
Menurunnya
prevalensi stunting
dari 21% menjadi 10%
pada tahun 2030

KEGIATAN/SUBKEGIATAN

(4)

1. Pengembangan Sarana dan
Prasarana Puskesmas; - Rehabilitasi
gedung Puskesmas; - Pengadaan alat
kesehatan Puskesmas; 2. Peningkatan
Kompetensi SDM Puskesmas; -
Pelatihan manajemen Puskesmas; -
Pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan

1. Peningkatan Pelayanan Persalinan; -
Pelatihan bidan desa; 2.
Penyelenggaraan Kelas lbu Hamil; -
Pembentukan kelas ibu hamil di desa

1. Intervensi Spesifik Stunting; -
Pemberian makanan tambahan bagi ibu
hamil KEK dan balita gizi kurang; -
Suplementasi gizi mikro; 2. Intervensi
Sensitif Stunting; - Penyediaan air
minum dan sanitasi; - Edukasi
kesehatan dan gizi masyarakat

KET.

()

Program unggulan
dengan alokasi
anggaran tertinggi
untuk memperkuat
Puskesmas sebagai
garda terdepan
pelayanan
kesehatan
Program prioritas
nasional yang
menjadi fokus
dalam pencapaian
target SDGs bidang
kesehatan

Program
kolaboratif lintas
sektor yang
mendukung
program prioritas
nasional
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NO. INDIKATOR

[1] [2]
1 Angka Harapan Hidup

2 Persentase Puskesmas
yang terakreditasi
minimal Madya

3 Angka Kematian Ibu

4 Angka Kematian Bayi

5 Prevalensi stunting pada

balita

b Angka keberhasilan
pengobatan TBC

7 Prevalensi hipertensi

SATUAN

3]

Tahun

%

Per 100.000
kelahiran
hidup

Per 1.000
kelahiran
hidup

%

%

%

2025 2026 2027 2028 2029 2030

[5]
72,0

[4]
71,5

70

180

22

21
85

30

75

170

20

19

87

29

TARGET TAHUN
[6] [7]  [8]
72,5 73,0 73,5
80 8 90
160 150 140
18 16 14
17 |15 13
89 91 93
28 27 26

[9]
74,0

95

130

12

10
95

25

Kementerian Dalam Negeri

Contoh: INDIKATOR KINERJA UTAMA PD

KET.

[10]

Republik Indonesia

Indikator dampak kesehatan yang
menggambarkan kualitas hidup

penduduk

Indikator yang menggambarkan
kualitas fasilitas kesehatan dasar

Indikator yang menggambarkan

derajat kesehatan ibu

Indikator yang menggambarkan

derajat kesehatan anak

Indikator prioritas nasional untuk
peningkatan status gizi masyarakat

Indikator pengendalian penyakit

menular

Indikator pengendalian penyakit

tidak menular
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INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO. INDIKATOR SATUAN
1] [2] (3]
1 Persentase Puskesmas yang %

memberikan pelayanan sesuai standar
pelayanan minimal
2 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 %

3 Cakupan pertolongan persalinan oleh %
tenaga kesehatan terlatih

4 Cakupan kunjungan neonatal lengkap %
(KN1, KN2, KN3)

5 Cakupan Desa/Kelurahan yang %
melaksanakan STBM (Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat)

6 Persentase balita stunting yang %
mendapat intervensi spesifik
7 Persentase penderita hipertensi yang %

mendapatkan pelayanan sesuai standar

2025
[4]

75
86
92
85

65

70

60

2026 2027 2028 2029 2030

[5]
80
88
94
88

72

76

68

@www.kemendagri.go.id ﬂ Kemendagri_RI

TARGET TAHUN
(6] (71  [8]
85 90 95
90 92 94
95 96 98
91 94 97
79 |8 93
82 88 94
76 84 92

)
100
96
99
99

100

100

100

Kementerian Dalam Negeri

KET.

[10]
Indikator operasional
pelayanan dasar

Indikator operasional
pelayanan KIA
Indikator operasional
pelayanan KIA
Indikator operasional

Republik Indonesia

pelayanan kesehatan anak

Indikator operasional
kesehatan lingkungan

Indikator operasional
program gizi
Indikator operasional
pengendalian PTM
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Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

BAB V: PENUTUP

1 Ringkasan Penting

Menyajikan ringkasan penting dari dokumen Renstra PD, termasuk tujuan, sasaran,

strategi, dan program prioritas yang akan dilaksanakan selama periode perencanaan.

2 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Menguraikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi Renstra PD, termasuk

faktor-faktor kritis yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi.

3 Mekanisme Pemantauan

Menjelaskan mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD untuk

memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
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